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Paper Abstrak

Submitted Dengan kehadiran platform digital berbasis video-on-demand (VoD), distribusi dan pemasaran
27-09-2024 film telah beralih dari metode konvensional ke metode digital yang lebih efisien dan mampu
Accepted njangkau audiens yang lebih luas. Namun, transisi ini juga membawa tantangan baru terkait
24-10-2024 perlinduneu hak cipta dan hak terkait, khususnya mengenai pembagian royalti sebagai hak

ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
kerangka hukum yang lebih adil dan efekt@plalam melindungi hak ekonomi bagi pencipta_dan
pemilik hak terkait di era digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yupMlis
normatif, yaitu dengan mengkaji bahan hukum primer. Adapun spesifikasi penelitian yang
dilakukan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis untuk menganalisa hukum
positif yang berlaku terkait royalti atas distribusi dan pemasaran film melalui platform digital.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa saat ini belum terdapat
standar mengenai sistem pembagian royalti bagi pemegang hak cipta dan hak terkait dalam
industri perfilman, terutama untuk karya yang dipasarﬁn melalui platform digital. Sehingga
pemegang hak cipta dan hak terkait terancam tidak menerima kompensasi yang adil atas
penggunaan karya mereka. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kerangka hukum yang jelas
dan komprehensif mengenai pembagian royalti di industri perfilman.
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Abstract

With the advent of video-on-demand (VoD) digital platforms, the distribution and marketing of films
have shifted from conventional to digital methods which are more efficient and able to reach a wider
audience. This transition also brings new challenges related to copyright protection and related
rights, particularly regarding the distribution of royalties as an economic right. This research aims
to contribute to the development of a fairer and more effective legal framework for protecting
economic rights for creators and rights holders in the digital era. The method used in this research is
normative juridical, involving an examination of primary legal materials. The research specification
is carried out using descriptive analytical methods to analyze the positive laws that apply regarding
royalties for the distribution and marketing of films via digital platforms. Based on the research
conducted, the author found that currently there is no standard regarding the distribution system
for royalties or profit bonuses received by copyright holders and related rights in the film industry,
especially for works marketed via digital platforms. Hence, copyright and related rights holders are
at risk of not receiving fair compensation for the use of their works. Therefore, it is necessary to
develop a clear and comprehensive legal framework concerning the distribution of royalties in the

film industry.
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Pendahuluan

Perkelbangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri kreatif secara
signifikan. Pada era digital, hampir semua aspek kehidupan tidak dapat dipisahkan dari
internet dan teknologi. Tingkat digitalisasi yang semakin tinggi mendorong masyarakat
untuk menggunakan teknologi dengan cara yang lebih inovatif, terutama dalam hal yang
dapat mendukung perekonomian.[1] Dengan kemajuan teknologi saat ini, karya seni
seperti lagu, buku, dan film telah bertransformasi menjadi objek digital dan dapat
dibagikan dan digunakan melalui berbagai platform digital di internet.

Pada perkembangannya, proses distribusi dan produk yang didistribusikan semakin
berkembang dan beragam, salah satu contohnya adalah karya sinematografi atau film.
Selain mempengaruhi cara pembuatan film, perkembangan teknologi dan Internet juga
telah mempengaruhi cara pendistribusian dan pemasaran film. Pendistribusian dan
pemasaran karya perfilman kini tidak hanya dapat dilakukan melalui layar lebar, televisi,
dan kaset ved saja, namun dapat juga melalui berbagai platform digital over the top (OTT)
seperti Disney+ Hotstar, Netflix, Huluy, Vidio, Iflix, Viu, Bioskoponline, dll. Platform digital
OTT menyediakan layanan streaming film dengan sistem video—oraemand (VoD). VoD
merupakan istilah yang digunakan bagi layanan streaming konten digital yang
didistribusikan langsung kepada pengguna melalui internet dan media OTT.[2] Berbeda
dengan platform TV konvensional yang mengandalkan kabel dan antena serta memiliki
siaran tayang yang telah terjadwal, streaming film dengan sistem VoD tergolong lebih
fleksibel karena menyediakan konten tontonan yang bervariatif sehingga memungkinkan
pengguna untuk memilih film apa pun yang tersedia pada platform digital bersangkutan
sesuai dengan preferensi pengguna, serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama
perangkat terkoneksi ke internet.

Dengan hadirnya platform digital berbasis video-on-demand (VoD), distribusi dan
pemasaran film telah beralih dari metode konvensional ke metode digital yang lebih efisien
dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas di berbagai negara, sehingga menciptakan
peluang baru bagi pembuat film untuk memonetisasi karya mereka secara lebih efektif.
Kemudahan aksesibilitas film yang ditawarkan oleh platform digital ini tentu saja
membawa daya tarik bagi masyarakat. Jumlah pelanggan dan layanan OTT di Indonesia
telah meningkat sejak pandemi, yang secara tidak langsung mendorong pertumbuhan
ekonomi digital negara. Peningkatan ini didorong oleh pajak sebesar 10% yang dikenakan
pada platform OTT yang beroperasi di Indonesia. Selain itu platform digital VoD juga
memberikan wadah bagi Production House lokal untuk menayangkan konten mereka
secara khusus di platform tersebut.[3] Platform Digital berperan sebagai alat untuk
mendorong kreativitas di era digital ini, dengan berupa sekumpulan sumber daya digital
yang berisi konten dan layanan yang memungkinkan produsen dan konsumen berinteraksi
untuk menciptakan suatu value.[4]

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak
Cipta) telah memberikan dasar hukum untuk melindungi hak cipta dan hak terkait.
Perlindungan atas ciptaan ilmiah, kesusastraan, dan karya artistik bagi pencipta dikenal
dengan istilah Hak Cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk
mengontrol penggunaan karya ciptanya, termasuk penggunaan pada platform digital.[5]
UU Hak Cipta mengatur mengenai hak ekusif bagi pencipta dan pemegang hak untuk
mengeksploitasi karya mereka, termasuk hak untuk menerima royalti dari penggunaan
karya mereka oleh pihak lain. Hak ekonomi mer@gakan salah satu hak eksklusif yang harus
dilindungi oleh hukum, terutama terkait dengan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi
dari penggunaan karya mereka, seperti melalui royalti. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU
Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, yang
mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mﬂjistribusikan karya
mereka. Dalam konteks distribusi digital, hak ekonomi ini juga mencakup hak untuk
menerima royalti dari penggunaan karya yang didistribusikan melalui platform digital.
Menurut Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta, Royalti dapat diartikan sebagai imbalan atas
pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh
pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti hak cipta umumnya dibayarkan kepada Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK) dalam bentuk persentase dari pendapatan yang dihasilkan dari
penjualan salinan karya yang memiliki hak cipta, atau sebagai biaya tetap per unit yang
terjual. Besaran nilai royalti tidak diatur dalam Undang-Undang, melainkan ditentukan
berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.
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Ketertarikan akan keuntungan materil dan potensi ekonomi yang tinggi merupakan
latar belakang seseorang tertarik una mendapat manfaat ekonomi dari karya yang
dilindungi oleh hak cipta. Ketertarikan tidak hanya berasal dari pihak lain bukan pencipta
melainkan datang dari pencipta itu sendiri dengan sama-sama melihat peluang
komersialisasi atas suatu ciptaannya yang dilindungi. Bahkan tidak hanya ciptaan
domestik saja, tetapi juga ciptaan yang dilindungi di luar negeri. Hal ini melandasi adanya
kesepakatan antara pencipta dan pihak yang menginginkan hak ekonomi. Platform digital
berbasis VoD dapat memiliki hak distribusi dan pemasaran film yang akan mereka
tayangkan di platformnya dengan sistem beli putus (lump sum payment) dan juga
perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah kontrak tertulis antara pencipta dan pemegang
hak cipta yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta film
dalam bentuk entu, seperti menampilkan, mendistribusikan, mengumumkan, atau
memasarkan. Kesepakatan antara pencipta dan orang yang akan diberi kuasa
mendapatkan hak ekonomi umumnya berbentuk perjanjian lisensi.[6] Pembayaran royalti
atas hak cipta perfilman umumnya diatur berdasarkan perjanjian lisensi yang dibuat oleh
produser dan penyedia layanan pemasaran film, seperti saluran televisi, platform digital
VoD, dan bioskop.

Platform digital membuka peluang baru bagi distribusi film secara global, namun di
sisi lain, model bisnis baru ini memerlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai hak dan
kewajiban semua pihak yang terlibat. Meskipun UU Hak Cipta telah mengatur mengenai
hak moral dan hak ekonomi, masih terdapat kekosongan dalam pengaturan mengenai
sistem pembagian royalti yang adil untuk karya yang dipasarkan melalui platform digital.
UU Hak Cipta belum secara khusus mengatur mekanisme pembagian royalti dalam konteks
distribusi digital, terutama melalui platform VoD. Saat ini, pembagian royalti pada platform
digital dilakukan melalui perjanjian kontrak antara pencipta dan platform, yang sering kali
tidak diatur secara transparan atau adil. Banyak pencipta menerima pembayaran beli
putus (lump sum payment) dan tidak mendapatkan royalti tambahan atas keuntungan yang
dihasilkan oleh platform dari karya mereka. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam
distribusi keuntungan, terutama karena platform digital mampu meraup keuntungan yang
signifikan dari karya tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pemegang
hak, yang berpotensi tidak mendapatkan kompensasi yang adil sesuai dengan manfaat
ekonomi yang dihasilkan. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi konten di platform
digital juga menjadi lebih kompleks, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan
dari berbagai yurisdiksi. Ketiadaan standar yang baku mengenai sistem pembagian royalti
di era digital ini menyebabkan adanya kekosongan hukum yang dapat merugikan
pemegang hak cipta dan hak terkait

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembaruan dalam kerangka hukum yang
ada serta pengembangan mekanisme yang lebih transparan dan adil dalam pengelolaan
dan pembagian royalti di industri perfilman digital. Oleh karena itu, pentingnya peran
lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam mengelola hak cipta dan hak terkait, termasuk
mengatur distribusi royalti secara efektif. Pembentukan LMK yang berfokus pada industri
perfilman digital dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa setiap pemegang hak
menerima kompensasi yang layak atas kontribusi mereka. Selain itu, peran LMK juga
penting untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kompleksitas dalam pengawasan
distribusi konten di platform digital, yang sering melibatkan berbagai yurisdiksi hukum
dan pihak-pihak dari negara yang berbeda.

Menurut teori hukum transformatif yang dikemukakan oleh Ahmad M. Ramli, hukum
tidak hanya sebagai asas dan norma yang menjamin keadilan, kepastian, dan ketertiban,
tetapijuga dapat dijadikan sebagai infrastruktur yang membantu transformasi masyarakat
dan pelaksanaan pembangunan yang juga melibatkan lembaga negara berikut proses
penegakan dan pembentukan di dalamnya.[7] Dalam konteks ini, hukum dipandang
sebagai alat yang lebih dinamis, bukan hanya sebagai perangkat regulatif, tetapi juga
sebagai instrumen yang proaktif dalam mengarahkan perubahan sosial. Hal ini mencakup
peran hukum dalam membentuk, mengawasi, dan menegakkan aturan-aturan yang
mendukung perkembangan teknologi dan digitalisasi. Hukum transformatif tidak hanya
mengatur asyarakat berdasarkan norma yang ada, tetapi juga menyesuaikan dan
merespons perubahan zaman, membantu masyarakat beralih dari era konvensional ke era
modern yang penuh dengan tantangan baru. Pada era digital, hukum transformatif
berperan sebagai landasan yang memungkinkan perubahan sosial terjadi dengan cara
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yang terorganisir dan adil, sekaligus memberikan perlindungan terhadap dampak negatif
dari perkembangan teknologi. Teori hukum transformatif Ahmad M. Ramli menempatkan
hukum sebagai aktor sentral dalam era digital, bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga
sebagai fasilitator perubahan yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan
berkembang di tengah transformasi global. Pendekatan ini relevan apabila dihubungkan
dengan konteks Indonesia yang saat ini sedang mengalami transformasi dalam struktur
sosial dan ekonomi akibat digitalisasi. Hal ini mendukung diperlukan adanya kerangka
hukum yang fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

Topik mengenai royalti di bidang perfilman ini sebelumnya pernah dibahas dalam
tajerapa penelitian. Penelitian pertama oleh Antonio Rajoli Ginting (2021) dengan judul
“Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film". Penelitian tersebut
menganalisa aturan pemberian royalti bagi pemain film.[8] Kemudian penelititian kedua
oleh Kadenza Adistya Tamara Indratmo (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum
Perlindungan Hak Cipta Film Dokumenter dan Peluang Hak Ekonomi Insan Perfilman
Dokumenter Di Indonesia” yang mengkaji mengenai pemberian hak ekonomi bagi insan
perfilman dalam film dokumenter.[9] Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu
yang umumnya berfokus pada perlindungan hak ekonomi pemain film dalam konteks
distribusi konvensional, penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan tentang royalti
bagi seluruh insan perfilman dalam terutama pada film yang dipasarkan melalui platform
digital. Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dalam konteks peraturan dan
perlindungan hak cipta di era digital, khususnya dalam hal sistem pembagian royalti pada
platform VoD. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya LMK Perfilman dalam
mengelola dan mendistribusikan royalti secara efektif. LMK dapat berperan sebagai
mediator antara pencipta dan platform digital, memastikan bahwa pembagian royalti
dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kontribusi setiap pihak yang terlibat dalam
proses pembuatan film.

Penelitian ini menggunakan perspektif hukum hak cipta untuk mengkaji mengenai
hak ekonomi berupa royalti yang berhak untuk diberikan bagi pemegang hak cipta dan hak
terkait di bidang perfilman, khususnya yang dipasarkan melalui platform digital. Dalam
menjawab permasalahan tersebut, penulis akan membahas terkait: 1) Pelindungan Hak
Cipta Perfilman di Indonesia; 2) Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait Di Bidang Perfilman;
3) Distribusi dan Pemasaran Film Pada Platform Digital; dan 4) Optimalisasi Royalti bagi
Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Industri Perfilman. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kekosongan hukum yang ada dalam perlindungan hak cipta di
Indonesia terkait distribusi film melalui platform digital dan untuk mengusulkan model
pemberian royalti yang lebih ideal dan adaptif. Dengan memperhatikan perkembangan
teknologi dan kebutuhan industri kreatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan rekomendasi yag bermanfaat bagi pengembangan kerangka hukum yang
lebih baik dalam melindungi hak cipta dan hak terkait di era digital.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan
melakukan penelitian hukum melalui kepustakaan dan riset pustaka daring yang
dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan ataupun data sekunder.[10]
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai konsep, teori, asas hukum
ataupun peraturan hu yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan peneliti.
Spesifikasi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan metode
deskriptif analisis. Spesifikasi penulisan ini dilaksanakan dengan menggambarkan suatu
fakta yang disertai dengan analisis secara mendalam terkait dengan teori-teori hukum
serta pada hukum positif yang memiliki hubungan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hak Cipta Perfilman di Indonesia
Perlindungan hukum atas hak cipta merupakan salah satu aspek penting dalam
kerangka Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi hasil kreativitas intelektual
manusia.[ 11] Hak Cipta sebagai bagian dari KI yang diakui sebagai Hak Asasi Manusia yang
perlu dilindungi mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap karya cipta dan
kreativitas individu. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang diberikan
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oleh negara demi melindungi hak dan kepentingan subjek hukum (orang/badan hukum)
melalui regulasi atau aturan hukum yang berlaku/hukum positif, dan diterapkannya sanksi
sebagai konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum merupakan
ilustrasi fungsi hukum, dimana hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, kegunaan,
kedamaian dan ketertiban.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27 DUHAM, bahwa setiap individu berhak secara
bebas ikut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat untuk menikmati kesenian dan
ikut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya. Selain itu juga, setiap
individu berhak mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan moral dan materiil
yang timbul dari karya ilmiah, sastra, atau seni yang dihasilkannya.[12] Hal ini menegaskan
pentingnya penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak pencipta karya intelektual.
Hal ini sejalan dengan doktrin hukum alam yang memiliki prinsip “kupunya kau punya”
(vang berarti bahwa properti orang lain harus dilindungi), yang merupakan dasar atau
latar belakang dari pemikiran mengenai perlindungan terhadap kekayaan intelektual.[13]

Terdapat 4 (empat) prinsip untuk memberikan keseimbangan atas kepentingan
individu dan kepentingan masyarakat dalam kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual:[14]

1. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)

Prinsip keadilan berakar pada konsep bahwa setiap pencipta yang telah
mencurahkan kemampuan intelektualnya untuk menghasilkan karya harus
mendapatkan kompensasi yang layak, baik dalam bentuk materi maupun imateri.
Hukum memberikan pengakuan dan perlindungan yang tidak hanya melindungi
pencipta di dalam negeri, tetapi juga dalam konteks internasional. Perlindungan yang
diberikan meliputi hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya mereka, serta
hak untuk menuntut apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

2. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)

Karya yang dihasilkan oleh pencipta memiliki potensi ekonomi yang signifikan,
baik melalui penjualan, lisensi, maupun royalti. Nilai ekonomi ini bukan hanya
sekedar penghargaan atas usaha pencipta, tetapi juga menjadi insentif finansial yang
mendorong lebih banyak inovasi dan kreasi. Selain itu, penghasilan dari HKI dapat
berkontribusi pada perekonomian secara lebih luas, misalnya dengan menciptakan
lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

3. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)

Prinsip kebudayaan menekankan bahwa perlindungan sistematis dan optimal
terhadap HKI dapat mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan
mengembangkan kreativitas mereka. Hal ini tidak hanya memajukan ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra, tetapi juga memperkaya budaya nasional. Dengan
adanya perlindungan yang kuat, masyarakat merasa lebih bebas untuk
bereksperimen dan berinovasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan
kuantitas ciptaan baru. Ini tentu saja berdampak positif pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan kebudayaan di suatu negara.

4. Prinsip Sosial (The Social Argument)

Prinsip sosial menegaskan bahwa hukum harus mempertimbangkan pengaturan
HKI harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu pencipta dan
kepentingan masyarakat. Dengan memberikan perlindungan kepada pencipta,
hukum tidak hanya mengakui hak individual mereka, tetapi juga memastikan bahwa
karya mereka dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara adil. Ini berarti
bahwa perlindungan HKI tidak boleh terlalu ketat sehingga menghambat akses
publik, namun juga tidak boleh terlalu longgar sehingga merugikan pencipta.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib untuk memperhatikan dan menjamin
perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia, yang salah satu aspeknya tercermin melalui
Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia telah memperhatikan dan memberi perlindungan
atas Hak Kekayaan Intelektual sejak masa kolonialisme Belanda (yang saat itu masih
bernama Netherlands East-Indies) dan ketika telah merdeka. Hal ini ditandai dengan
keputusan politik Indonesia untuk menjadi anggota berbagai perjanjian Internasional
terkait Kekayaan Intelektual, contohnya Paris Convention for the Protection of Industrial
Property, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, serta Trade
Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIP's). Selain itu, Indonesia juga bergabung
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dalam organisasi dunia pemerhati dan pelindung Hak Kekayaan Intelektual, yaitu World
!ntefatua.' Property Organization (WIPO).

Regulasi mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada
pencipta atau pemegang hak untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mengeksploitasi
karya ciptaannya, seperti karya seni, musik, literatur, dan film. Sistem perlindungan hak
cipta bersifat deklaratif, artinya hak cipta diberikan secara otomatis setelah karya selesai
dibuat tanpa perlu melalui proses pendaftaran. Pendaftaran hak cipta hanya diperlukan
untuk keperluan pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa. Sistem ini memudahkan
pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus menjalani prosedur yang
rumit. Hak Cipta memiliki sifat eksklusif karena pengakuan dan perlindungan terhadap hak
cipta diberikan langsung kepada pihak yang memiliki kekayaan intelektual tersebut.[15]
Pihak lain dapat menggunakan hak atas hak cipta hanya apabila telah mendapatkan izin
dari pemilik hak cipta tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta, Pencipta memiliki hak eksklusif untuk
memanfaatkan dan menikmati hak cipta yang dimilikinya, dan tidak ada seorang pun yang
berhak untuk menikmati hak eksklusif tanpaizin dari pencipta. Hak eksklusif yang dimiliki
pencipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.[16] Hak moral merupakan hak yang
melekat pada Pencipta berupa hak atas keutuhan dari karya ciptaan nya serta hak untuk
tetap dicantumkan nama penciptanya dalam karya tersebut. Hak moral tercantum pada
Pasal 5ayat (1) UU HAK CIPTA. Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta
atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.[16] Hak
ekononaercantum pada Pasal 9 ayat (1) UU HAK CIPTA. Pemegang hak cipta dan hak
terkait yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak
ekonomi.[16] Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.[16]

Hak Cipta memberikan perlindungan atas ciptaan ilmiah, kesusastraan, dan karya
artistik. Salah satu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta yaitu karya sinematografi /film,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UU Hak Cipta. Sebagai manifestasi dari hasil
pemikiran, imajinasi, dan keterampilan kreatif para pembuatnya, film termasuk dalam
kategori karya yang dilindungi oleh hak cipta. Karya sinematografi atau film merupakan
salah satu bentuk ekspresi kreatif yang melibatkan berbagai elemen artistik, teknis, dan
intelektual. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi kreatif yang
terkandung dalam berbagai elemen film tersebut, termasuk naskah cerita/skenario, musik,
gambar, animasi, dll. Dalam UU Hak Cipta, Film disebut dengan istilah Sinematografi.
Menurut KBBI, Sinerntograﬁ merupakan teknik perfilman atau teknik pembuatan
film.[17] Berdasarkan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (m) UU Hak Cipta, yang dimaksud
dengan "karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving
images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat
dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid,
pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk
dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi
merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.[16]

Pengaturan aengenai perfilman di Indonesia juga telah diatur dalam undang-undang
tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman).
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, film dapat diartikan sebagai karya senibudaya
yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan
kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.[18]
Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya perfilman berlaku selama 50 (lima
puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.[19] Perlindungan hak cipta pada
film bermakna bahwa pencipta memiliki kontrol eksklusif atas penggunaan, duplikasi, dan
distribusi karya mereka.

Berkaitan dengan pelindungan bagi pelaku perfilman pada era digital, World
Intellectual Property Organization (WIPO) telah mengesahkan Beijing Treaty on Audiovisual
Performance (Beijing Treaty), di Beijing, China pada tanggal 24 Juni 2012. Beijing Treaty
dibuat dengan tujuan untuk mengatur beberapa hal sebelumnya tidak diatur dalam WIPO
Performance and Phonogram Treaty (WPPT), diantaranya mengenai hak ekonomi dan hak
moral pemilik hak terkait, audiovisual fixation, dan broadcasting melalui sarana
nirkabel.[20] Indonesia meratifikasi Traktat tersebut pada tahun 2020 melalui Peraturan
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Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual
Performances (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual). Beijing Treaty
menerapkan prinsip National Treatment kepada seluruh negara anggota, sehingga pelaku
pertunjukan dapat memperoleh hak yang sama di seluruh dunia yang menjadi anggota,
dengan cara asimilasi. [21]

Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait Di Bidang Perfilman

Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud (intangible assets).[16] Sebagai
benda bergerak tak berwujud, hak cipta memiliki sifat dapat dimiliki seseorang, kelompok,
atau badan hukum, serta kepemilikannya dapat dipertahankan terhadap setiap orang.[22]
Subjek hukum dalam hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan atau
menggunakan haknya dengan memperhatikan pembatasan menurut perundang-
undangan, serta melarang pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan karya cipta
tanpa izinnya. Subjek yang dilindungi dalam hak cipta adalah pemegang hak cipta dan juga
pemilik hak terkait.[23]

Pemegang hak cipta terdiri atas pencipta sebagai pemilik hak cipta, ahli waris,
dan/atau pihak lain yang memperoleh hak cipta melalui pengalihan atau perjanjian secara
sah dari pencipta, serta pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang
menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta diberikan hak ekonomi untuk
memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan memberikan lisensi kepada pihak
lain untuk menggunakan karya yang mereka miliki hak ciptanya. Sedangkan Lauk hak
eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi, hanya dapat diberikan kepada pencipta.
Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat original dan memiliki suatu ciri khas
pribadi.

Selain pemegang hak cipta, terdapat juga pemilik hak terkait (neighboring
rights/related rights). Hak Terkait merupakan suatu hak yang melindungi kontribusi pihak
lain yang turut serta dalam pembuatan dan distribusi suatu karya cipta. Hak terkait
diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau lembaga penyiaran.
Berbeda dari hak cipta, hak terkait tidak melindungi karya kreatif itu sendiri, melainkan
kontribusi tertentu dalam penyebaran dan pelaksiﬂannya.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Hak Cipta, dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa
bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai
pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.
Selanjutnya, Pasal 34 UU Hak Cipta, mengatur bahwa dalam hal ciptaan dirancang oleh
seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan
pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang meranging
ciptaan. Oleh karena itu, yang menjadi pencipta atas suatu karya film ialah seseorang yang
memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh film atau orang yang merancang
terciptanya film, yaitu produser.

Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi kreatif yang
terkandung dalam film tersebut, termasuk naskah cerita, dialog, musik, gambar, animasi,
dll. Sebuah film dihasilkan melalui proses produksi yang kompleks serta melibatkan
banyak tahap dan banyak pihak didalamnya, seperti produser, sutradara, aktor/aktris,
penulis skenario, videografer, dan tim editor. Oleh karena itu, dalam sebuah film dapat
terdiri atas berbagai jenis hak cipta individu di dalamnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam
pembuatan suatu  film  mengikatkan  diri  dengan  perjanjian  untuk
mengalihkan/menyerahkan hak cipta individu mereka kepada Produser sebagai
pemegang hak cipta atas film tersebut. Hak Cipta incnidu tersebut umumnya akan didata
dan dihimpun dalam dokumen yang dinamakan Chain of Title. Chain of Title dapat
didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang berisi cataln atas kepemilikan hak-hak yang
terkandung dalam seluruh aspek pembuatan film.[24] Berdasarkan Cambridge Business
English Dictionary, Chain of Title memiliki definisi sebagai berikut: “an official record which
lists everyone who has owned a particular property, and when they became the owner."[25]

Hak cipta pada film berperan dalam memberikan penghargaan terhadap karya
intelektual yang dihasilkan. Dengan adanya perlindungan ini, pencipta film merasa
dihargai atas upaya dan ide kreatif yang mereka sumbangkan kepada industri film. Selain
memberikan penghargaan atas kreativitas Pencipta, aspek ekonomi juga memiliki bagian
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yang sangat penting dalam konteks perlindungan hak cipta perfilman. Hak cipta
memastikan bahwa Pencipta, Pemegang Hak, dan Pemilik Hak Terkait memperoleh
imbalan ekonomi yang adil dan layak atas pemanfaatan film tersebut, baik melalui
penjualan langsung, hak tayang di bioskop, penjualan DVD atau streaming online, bonus
penjualan, maupun lisensi lainnya. Dengan demikian, hak cipta mendukung keberlanjutan
industri film dan memungkinkan para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya
berkualitas. Hal Ini juga mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam bidang seni
perfilman, karena para pencipta merasa aman untuk mengekspresikan ide-ide naeka
tanpa takut akan penggunaan yang tidak sah, seperti pembajakan atau penyalinan tanpa
izin yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak.

el 1. Rincian Spesifik Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Setiap Aspek dalam Produksi Film

Produk Terkait Film Jenis Ciptaan Keterangan
Pencipta: Sutradara
Rekaman asli/ mentah/ Hak Cipta atas Karya p g
— Pemegang Hak Cipta: Produser
dalam proses/ hasil jadi SInematografi :
Film
Naskah/ Cerita Hak Cipta atas Karya Tulis Pencipta: Penulis Naskah/ Cerita

Pencipta: Penulis Buku

Buk bila fil Hak Cipta atas Buku/ Ka
‘u u(apa‘ lallmnya a‘ iptaatas Buku/ Karya Pemegang Hak Cipta Adaptasi:
diadaptasi dari buku) Tulis =
Produser Film
Pencipta: Penulis Buk
Buku (apabila filmnya Hak Cipta atas Buku/ Karya —

diadaptasi menjadi buku)

Tulis

Pemegang Hak Cipta Adaptasi:

Background Music
(BGM), scoring,
soundtrack, sound effect,
atau karya musik lainnya

Hak Cipta atas Lagu
dan/atau Musik

nerbit Buku

Pencipta: Pencipta Lagu (bisa
dikuasakan ke Music Publisher)
Hak Terkait: Musisi, Penyanyi,
dan Produser Rekaman

Poster film

Hak Cipta atas Karya Seni

mhar/ Lukisan

Pencipta: Desainer Poster

Pameran/ iklan/ promosi
(fotografi, banner, dIl.)

Hak Cipta atas Karya
Fotografi, Potret, Database,
Permainan Video, Program
Komputer, Perwajahan
dalam bentuk Karya Tulis

Sumber: AFFA Intellectual Property Rights, 2023. [26]

Pencipta: Fotografer, Desainer,
dan Programer Permainan/
Program Komputer, Pencipta
Perwajahan.
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Pelindungan hak cipta pada film bermakna bahwa pencipta memiliki kontrol
eksklusif atas penggunaan, duplikasi, dan distribusi karya mereka. Pencipta memiliki hak
moral yang melindungi hak pencipta atas pengakuan sebagai pencipta karya dan untuk
menjaga integritas karya mereka dari perubahan yang merugikan dan memastikan bahwa
karya-karya tersebut tidak dapat digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Pemegang hak cipta
mencakup penulis naskah, sutradara, produser, dan komposer musik yang terlibat dalam
pembuatan film. Mereka memiliki hak eksklusif untuk menentukan bagaimana film
tersebut akan digunakan dan memperoleh keuntungan dari hasil pemanfaatannya, baik
melalui penayangan di bioskop, televisi, maupun platform digital. Selain hak ekonomi,
pemegang hak cipta yang merupakan pencipta juga memiliki hak moral yang melekat, yaitu
hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk melindungi integritas karya mereka dari
perubahan yang merugikan reputasi mereka. Sedangkan, yang merupakan pemilik hak
terkait dalam industri perfilman yaitu aktor dan aktris sebagai pelaku pertunjukan, dan
juga lembaga penyiaran. Para pelaku pertunjukan, seperti aktor dan musisi, memiliki hak
untuk mengontrol penggunaan komersial dari penampilan mereka; Produser rekaman
memiliki hak atas rekaman suara yang mereka buat, sedangkan lembaga penyiaran
memiliki hak atas program yang mereka siarkan.
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3.3 Distribusi dan Pemasaran Film Pada Platform Digital

Pada era modern ini, industri perfilman telah mengalami transformasi signifikan
dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan distribusi dan pemasaran film secara
luas dan efisien. Salah satunya adalah transisi dari distribusi dan pemasaran secara
konvensional melalui siaran televisi CD, maupun bioskop, menjadi distribusi dan
pemasaran yang dilakukan secara digital melalui media OTT dan platform digital, Hal ini
didukung oleh kemajuan teknologi dan hadirnya internet. Hak cipta memberikan hak
eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya ciptanya, termasuk
penggunaan pada platform digital.

Platform digital adalah sebuah program berbasis teknologi berupa situs website
dan/atau aplikasi, yang menyediakan layanan yang memungkinkan pengguna untuk
mengakses, mengelola, membagikan, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten
melalui internet. Platform digital dapat digunakan oleh individu, instansi, atau pelaku
usaha untuk mengelola, mendistribusikan, dan memasarkan konten digital, untuk berbagai
keperluan, termasuk komunikasi, perdagangan, hiburan, pendidikan, dan banyak lagi. Pada
dasarnya, platform digital berperan sebagai sarana penyedia layanan yang mewadahi
pengguna untuk mengunggah konten yang dapat diakses secara komersial. Artinya,
platform digital tidak menghasilkan konten sendiri, melainkan hanya sebagai sarana
distribusi konten yang dibuat oleh pihak lain dan dapat dikomersialisasikan. Sumber daya
komputasidan jaringan yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan platform
digital memungkinkan banyak pengguna dan penyedia untuk mengatur konten dan
layanan yang mereka butuhkan.[27]

Kehadiran platform digital yang menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai
jenis konten dan layanan, menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia, dan membuka
peluang baru dalam berbagai industri, telah merevolusi cara masyarakat dalam mengakses
informasi, berinteraksi, serta berbisnis. Salah satu bisnis yang mendapatkan manfaat dan
peluang dari platform digital ini adalah industri perfilman. Kehadiran platform digital
berbasis VoD memungkinkan penikmat film untuk memilih konten film yang akan mereka
tonton dimana saja dan kapan saja, sesuai dengan keinginan mereka tanpa perlu mengikuti
jadwal tayang seperti di televisi. Selain itu, perubahan distribusi dan pemasaran film
melalui platform digital membuka jalan baru bagi film untuk menjangkau audiens global
dengan lebih efektif dan efisien, tanpa terkendala batasan geografis. Hal ini memberikan
kesempatan bagi insan perfilman untuk mendapatkan pasar yang lebih luas dan meraup
keuntungan yang lebih besar, tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.

Karya seni seperti lagu, gambar, buku, dan film saat ini dapat dijadikan objek digital,
dan dibagikan serta digunakan melalui berbagai platform digital di internet. Karya cipta
digital ini tentunya memiliki valuasi yang sangat tinggi. Kehadiran platform digital
membuka peluang bagi pegiat kreatif untuk dapat memperluas jangkauan pasar dan
memonetisasi karyanya, bukan hanya dalam lingkup domestik melainkan secara
internasional. Pemasaran dan distribusi penjualan melalui platform digital tentu dapat
menghemat biaya kontrak, pemasaran, pengawasan dan promosi secara signifikan. Selain
itu, Pencipta dapat langsung mempublikasi karyanya di platform digital secara individu.

Sebelum hadirnya Platform Digital berbasis VOD distribusi dan pemasaran film hanya
terbatas pada penayangan di bioskop, tv, dan media fisik seperti DVD atau Blu-ray. Film-
film harus melewati rantai distribusi yang panjang sebelum akhirnya mencapai penonton
di berbagai belahan dunia, umumnya film yang tayang di bioskop konvensional
diprioritaskan untuk film-film yang berasal dari studio besar dan ternama dan memiliki
anggaran produksi tinggi. Hal ini tentu saja membatasi kesempatan film-film yang berasal
dari rumah produksi yang masih merintis (seperti film independen dan dokumenter)
untuk mendapatkan eksposur atau “panggung” untuk menjual karyanya.

Para ekonom mendefinisikan platform digital sebagai pasar dua arah, yang menjadi
tempat pertukaran informasi, barang, atau jasa antara produsen dan konsumen serta
komunitas yang berinteraksi dalam platform tersebut.[ 28] Platform digital pada dasarnya
merupakan sarana penyedia layanan yang mewadahi pengguna untuk mengunggah konten
yang dapat diakses secara komersial. Artinya, platform digital tidak menghasilkan konten
sendiri, melainkan hanya sebagai sarana distribusi konten yang dibuat oleh pihak lain dan
dapat dikomersialisasikan.[29]

Meskipun terdapat berbagai macam jenis dan fungsi yang berbeda, Platform Digital
memiliki karakteristik utama yaitu kemampuan untuk memproses data dalam jumlah
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besar dan pengambilan data menggunakan basis algoritma, yang digunakan untuk mem-
profiling preferensi pengguna (user) mengenai Platform Digital tersebut.[30] Pada
umumnya platform digital menyediakan fitur untuk mengakses informasi, layanan
interaktif, berbagi file, pengunduhan dan pengunggahan media, layanan streaming, serta
komunikasi dan berbagi konten multimedia.

Berdasarkan uraian diatas, platform digital dapat diartikan sebagai sarana digital
yang mewadahi Orang, Badan Hukum, atau kelompok untuk berkomunikasi, bertransaksi,
dan memberikan pelayanan melalui internet, sehingga dapat diakses kapan saja dan
dimana saja. Surat Edaran Menkominfo No. 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan
Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet, menyatakan bahwa platform digital dianggap
sebagai bagian dari media Over The Top (OTT), karena dapat diakses melalui internet. Surat
Edarandﬁteri Komunikasi dan Informasi RI No. 3 Tahun 2016, menyatakan bahwa OTT
dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan
telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan
komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring
percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan
data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya.[31]

Distribusi dan pemasaran film di platform digital umumnya menggunakan sistem
VoD. VoD yang merupakan singkatan dari Video-on-Demand merupakan suatu layanan
streaming video berbasis digital yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama
terhubung dengan internet. Selain itu, layanan streaming VoD juga memberikan fasilitas
bagi pengguna untuk dapat memilih tayangan/film yang akan mereka tonton secara
fleksibel tanpa mengacu pada jadwal tayang baku seperti pada TV kabel. Setiap platform
digital berbasis VoD memiliki jenis metode yang berbeda-beda untuk mendapatkan
pemasukan/keuntungan, antara lain:[32]

1. Ad-Based Video on Demand (AVOD)

Layanan VoD yang menggunakan metode ini umumnya memberikan akses untuk
menonton film secara gratis kepada pengguna, namun pengguna diharuskan untuk
menonton iklan, sebab platform mendapatkan pemasukan melalui konten iklan yang
ditampilkan. Contohnya: WeTV, Viu, Tubi, VEVO, dan PlutoTV.

2. Subscription-Based Video on Demand (SVOD)

Layanan VoD dengan metode ini mendapatkan pemasukan melalui langganan
berbayar, oleh karena itu pengguna diharuskan untuk membayar tarif bulanan atau
tahunan untuk dapat menonton konten film yang disediakan. Contohnya: Netflix,
Disney+ Hotstar, HBO Max, dan MaxStream

3. Transactional Video on Demand (TVOD)

Layanan VoD dengan metode ini memberikan harga berdasarkan film yang akan
ditonton, sehingga pengguna harus membayar per tayangan film. Contohnya: Google
Play, Bioskop Online, iTunes, dan Video.

Terdapat beberapa skema bentuk pembayaran yang digunakan oleh Platform Digital
VoD untuk pembayaran Hak Cipta atas film yang ditayangkannya kepada produser film,
nantaranya:[Z]

1. Licensing
Izin atau lisensi berbayar yang diberikan oleh pemilik/pemegang Hak Cipta
kepada penyedia layanan OTT dengan ruang lingkup jangka waktu, area, dan jenis
media tertentu. Hanya negara-negara tertentu yang memiliki lisensi atas film terkait
saja yang dapat menayangkan film bersangkutan.
2. Concession
Konsep bagi hasil yang dilakukan antara penyedia OTT dan pemilik/pemegang
Hak Cipta dengan melakukan perjanjian tersendiri.
3. Advertising
Konsep pemberian revenue atas Hak Cipta yang dimonetisasi lewat iklan-iklan
yang ditayangkan pada platform OTT.

Model bisnis yang diterapkan oleh platform VoD, seperti AVOD, SVOD, dan TVOD,
memberikan variasi cara bagi penyedia layanan untuk memperoleh keuntungan dan bagi
pengguna untuk mengakses konten. Setiap metode memiliki skema pembayaran dan
sistem pembagian keuntungan yang berbeda, yang mempengaruhi bagaimana royalti

Reformasi Hukum | Vol. 28(2) Agustus 2024 p-135




p.136

3.4

JRH

dibayarkan kepada pemegang hak cipta. Skema seperti lisensi, bagi hasil (concession), dan
iklan (advertising) menjadi landasan bagi produser film untuk mendapatkan kompensasi
atas hak cipta mereka. Meskipun berbagai metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam
pemasukan, ketidakjelasan regulasi mengenai standar pembagian royalti di Indonesia,
khususnya di platform digital, tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Pengembangan
kerangka hukum yang lebih rinci dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa
pemegang hak cipta dan hak terkait mendapatkan hak ekonomi yang adil dan transparan
dalam ekosistem distribusi digital.

Optimalisasi Royalti bagi Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Industri
Perfilman

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta, royalti dapat diartikan sebagai imbalan
atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh
pencipta atau pemilik hak Royalti merupakan bentuk kompensasi yang harus diberikan
kepada pencipta atau pemilik hak terkait atas penggunaan komersil suatu karya cipta.
Royalti hak cipta umumnya dibayarkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam
bentuk persentase dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan salinan karya yang
memiliki hak cipta, atau sebagai biaya tetap per unit yang terjual. Besaran nilai royalti
ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang
bersangkutan.

Kewajiban terkait pemberian royalti diatur dalam pasal 35 ayat (2) UU Hak Cipta,
yang menyatakan bahwa apabila suatu ciptaan digunakan secara komersial, Pencipta
dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti. Atas dasar
tersebut, pencipta harus mendapatkan jaminan terpenuhi hak ekonominya berupa royalti
atas komersialisasi ciptaannya. Insan perfilman sebagai pemegang hak cipta dan hak
terkait film berhak untuk mendapatkan pengakuan atas karya ciptanya, serta jaminan
untuk mendapatkan semua yang menjadi haknya atas karya cipta yang dibuat, termasuk
perlindungan hak ekonomi atas film yang didistribusikan dan dipasarkan, salah satu
bentuk hak ekonomi tersebut adalah royalti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU
Perfilman, yang menyatakan bahwa setiap insan perfilman berhak untuk mendapatkan
honorarium dan/atau royalti sesuai dengan perjanjian. Pemberian royalti yang sesuai akan
menjamin baﬂ:a pemegang hak cipta dan hak terkait dalam industri perfilman
mendapatkan kompensasi yang adil untuk karya mereka.

Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai sistematika pengumpulan royalti
perfilman atau sinematografi dan standarisasi besaran royalti. Selain itu, Indonesia juga
belum memiliki LMK yang menaungi pengumpulan, pengelcain, dan pendistribusian
royalti atas hak cipta perfilman atau sinematografi. Sehingga, praktik pengumpulan dan
pengelolaan royalti masih dilakukan secara mandiri oleh produser atau production house
melalui penjualan lisensi dari Produser kepada Bioskop, Televisi, maupun Platform Digital
yang akan menayangkan filmnya. Perjanjian lisensi adalah kontrak tertulis antara pencipta
dan pemegang hak cipta yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak
cipta film dalam bentuk tertentu, seperti mendistribusikan, menampilkan, mengumumkan,
atau memasarkan.[33]

Pada model distribusi dan pemasaran film secara konvensional melalui penayangan
di bioskop, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan penjualan tiket bioskop yang
disesuaikan dengan masing-masing daerah dan hari, pembagian keuntungan penayangan
di bioskop yaitu sebagai berikut:[34]

1) 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah yang bersumber dari pajak tontonan,

2) 40% (empat puluh persen) untuk pemilik bioskop yang menayangkan film tersebut,

3) 40% (empat puluh persen) untuk pemilik hak cipta film yang menayangkan film
tersebut.

Sedangkan untuk pembagian royalti di Platform Digital, belum ada ketentuan baku
mengenai persentase pembagiannya. Struktur pembayaran royalti seringkali didasarkan
pada kesepakatan kontrak yang dibuat antara produsen dan platform VoD. Umumnya,
platform akan memperoleh persentase tertentu dari pendapatan yang dihasilkan dari
penjualan atau langganan, sementara sisanya dibagi di antara pemegang hak cipta sesuai
dengan kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat berbagai variasi dalam model
royalti yang digunakan oleh platform VoD. Beberapa platform mungkin menggunakan
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model pembagian pendapatan bersih, di mana pendapatan yang diperoleh setelah
potongan biaya operasional diberikan kepada pemegang hak. Terdapat pula model
pembayaran royalti berdasarkan tayangan atau jumlah waktu penonton mengakses film
tertentu. Pendekatan ini memungkinkan untuk adaptabilitas terhadap kebutuhan pasar
dan preferensi pemegang hak cipta.

Sementara itu, terkait pembayaran royalti bagi pemain film dan kru film umumnya
sistem pembagian dan besaran royalti yang diberikan merupakan kesepakatan antara
mereka dengan produser. Meskipun di beberapa negara terdapat kontrak standar, dalam
praktiknya sebagian besar kontrak dinegosiasikan secara individual. Pada beberapa
peristiwa, pencipta film mengalihkan hak ekonominya kepada produser. Besaran dan
persentase royalti dinegosiasikan secara individual dalam kontrak antara penulis dan
produser.[35] Hal ini menyebabkan banyak pencipta perfilman menerima pembayaran
sekaligus untuk penulisan dan/atau penyutradaraan film (pembayaran dimuka / beli
putus), sehingga mereka tidak menerima royalti atas keuntungan film. Bahkan ketika kru
film menandatangani kontrak yang menghormati kepentingan ekonomi mereka dan
memberikan tambahan remunerasi setelah penggantian biaya, mereka jarang menerima
pembayaran apapun secara otomatis dari produser, meskipun film tersebut sukses.[35]

Pasal 35 ayat (3) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
Royalti untuk penggunaan secara komersial akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Namun hingga saat ini, Indonesia belum membuat Peraturan Pemerintah mengenai sistem
pemberian royalti pada industri perfilman dan juga LMK yang mengelola royalti perfilman.
Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum, karena tidak ada aturan yang jelas
mengenai berapa persentase royalti yang harus diberikan serta bagaimana sistem
pengelolaan dan pembagian royalti perfilman. Perjanjian mengenai royalti yang tidak
diatur secara jelas dalam undang-undang memiliki beberapa kelemahan yang dapat
berdampak negatif bagi pemegang hak cipta dan hak terkait, seperti:

1. Ketidakpastian Hukum
Ketika perjanjian royalti tidak diatur dengan jelas dalam undang-undang, para
pihak yang terlibat dalam kontrak akan menghadapi ketidakpastian hukum. Hal ini
dapat mengakibatkan ketidaksepakatan mengenai interpretasi dan pelaksanaan
perjanjian, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan juga
sengketa. Undang-undang yang tidak menetapkan standar minimum untuk perjanjian
royalti dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pemegang hak cipta. Pihak yang lebih
kuat secara ekonomi atau memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat dapat
memaksakan syarat-syarat yang tidak menguntungkan bagi pihak yang lebih lemabh,
seperti pembuat konten atau kreator.
2. Kesulitan dalam Penegakan
Tanpa dukungan undang-undang yang kuat, penegakan hak royalti menjadi sulit.
Pemegang hak cipta mungkin kesulitan untuk menuntut hak-hak mereka atau
mendapatkan kompensasiyang layak ketika terjadi wanprestasi. Proses hukum yang
panjang dan mahal juga dapat menghalangi pemegang hak cipta untuk mencari
keadilan.
3. Keterbatasan Perlindungan Ekonomi
Royalti adalah salah satu cara utama bagi kreator untuk mendapatkan
keuntungan ekonomi dari karya mereka. Tanpa perjanjian royalti yang diatur dengan
jelas, kreator mungkin tidak menerima kompensasi yang adil, serta mengurangi
insentif mereka untuk terus berkarya dan berinovasi. Hal ini juga dapat berdampak
negatif pada perkembangan industri kreatif secara keseluruhan.
4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Perjanjian royalti yang tidak diatur oleh undang-undang dapat menyebabkan
kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembayaran royalti. Penerima
royalti mungkin kesulitan memantau dan memastikan bahwa mereka menerima
pembayaran yang sesuai dengan ketentuan perjanjian, terutama jika tidak ada
mekanisme audit atau pengawasan yang jelas.
5. Ketidakadilan dalam Distribusi Keuntungan
Tanpa regulasi yang jelas, distribusi keuntungan dari karya kreatif cenderung
tidak adil. Pihak- pihak yang memanfaatkan karya kreatif, seperti platform digital atau
distributor, mungkin mengambil porsi keuntungan yang lebih besar daripada yang
seharusnya, dan kreator mendapatkan bagian yang tidak proporsional.
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Untuk mengatasi ketidakpastian ini, optimalisasi royalti dalam industri perfilman
perlu segera dilakukan dengan pembaruan regulasi yang lebih spesifik. Dalam sistem
distribusi film di platform digital, royalti harus dibagi secara adil dan proporsional
berdasarkan kontribusi setiap pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi film. Hal
ini juga melibatkan penyesuaian skema pembayaran yang berbeda-beda, seperti lisensi
berbayar, model bagi hasil, dan pendapatan dari iklan, yang sudah diterapkan pada
berbagai platform digital berbasis VoD. Dengan adanya standar yang jelas, setiap pihak
yang terlibat dapat menerima kompensasi sesuai kontribusi mereka, menghindari
ketidakadilan yang sering kali terjadi dalam praktik pembagian royalti saat ini.

Untuk memperbaiki hal ini, perlu dipahami bahwa optimalisasi royalti tidak hanya
mencakup peningkatan jumlah royalti yang diterima oleh pemegang hak, tetapi juga
memastikan transparansi dalam perhitungan dan distribusi royalti tersebut. Pembentukan
Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) khususdi industri perfilman dapat menjadi salah satu
solusi utama untuk menjamin bahwa setiap pihak yang memiliki hak menerima royalti
secara tepat waktu dan sesuai dengan kontribusi mereka. LMK juga dapat mengawasi
distribusi royalti, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian
pendapatan dari berbagai platform distribusi.

Dalam membentuk aturan bagi pengelolaan royalti dalam industri perfilman,
pemerintah dapat menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai contoh dan model acuan.
Indonesia telah memiliki aturan sistematis mengenai pembagian royalti bagi pencipta lagu,
penampil lagu (penyanyi), dan pemain musik, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 56
Tahun. Pada PP Nomor 56 Tahun 2021, dijelaskan bahwa royalti atas Lagu dan/atau Musik
dikelola oleh LMKN dan LMK, yang masing-masing memai tugas dan kewenangan
berbeda. Indonesia memiliki sejumlah LMKﬁng bergerak di bidang lagu dan/atau musik.
PP Nomor 56 Tahun 2021 mengamanatkan dibentuknya Pusat Data Lagu dan/atau Musik
yang bernama Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Adanya sistem tersebut akan
sangat membantu para musisi karena semua karya yang tercantum dalam pencatatan Hak
Cipta akan dimasukkan ke dalam database Pusat Data Lagu dan/atau Musik. Lembaga
Manajemen Kolekta Nasional (LMKN) akan menggunakan database SILM untuk
memberikan royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik.

Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme regulasi yang memastikan bahwa
perjanjian royalti antara pencipta, produser, dan platform digital dilandasi oleh prinsip
keadilan. Tanpa adanya standar yang baku, platform digital berpotensi mengambil
keuntungan lebih besar, sementara pencipta dan pemegang hak terkait tidak mendapatkan
royalti yang proporsional. Pengaturan mengenai pembagian royalti harus dilengkapi
dengan ketentuan yang mewajibkan platform digital untuk memberikan laporan
pendapatan yang jelas, serta menyertakan mekanisme audit untuk memastikan akurasi
dalam pembayaran royalti.

Perlindungan konten digital pada platform digital merupakan aspek penting untuk
melindungi hak-hak pemilik konten dan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan
mereka ﬁcara finansial maupun moral. Dalam rangka melindungi hak cipta pada platform
digital, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) mengatur asas-asas yang menjadi landasan penting yang harus
diperhatikan dalam ruang lingkup transaksi dan informasi elektronik.[36] Menurut Pasal
3 UU ITE, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan
berdasarkan asas-asas berikut: [37]

1. Asas kepastian hukum
Menekankan pentingnya landasan hukum yang jelas dan diakui, baik di dalam
maupun di luar pengadilan, terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi
elektronik. Tanpa kepastian hukum, dimungkinkan terjadinya sengketa yang tidak
dapat diselesaikan secara adil pada kemudian hari karena tidak ada regulasi yang
mengatur;
2. Asas manfaat
Menekankan bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik harus
memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Ini berarti, penerapan teknologi
digital harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan efisiensi dalam
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berbagai sektor kehidupan, serta harus berkontribusi langsung pada perbaikan
kualitas hidup masyarakat.
3. Asas kehati-hatian
Menekankan bahwa semua pihak harus mempertimbangkan risiko yang dapat
ditimbulkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik,
termasuk risiko kerugian finansial, plagiarisme, pencurian data, kehilangan data, atau
dampak hukum lain yang mungkin dihadapi. Asas kehati-hatian mendorong semua
pihak, terutama pengguna platform digital untuk bertindak dengan hati-hati dan
bertanggung jawab.
4. Asas itikad baik
Menekankan pentingnya niat yang jujur dan adil dalam transaksi elektronik, dan
tidak boleh melakukan tindakan yang secara sengaja merugikan pihak lain atau
melanggar hukum. Tanpa itikad baik, transaksi digital dapat dijadikan sarana untuk
penipuan atau manipulasi, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap
teknologi. Asas ini penting untuk menjaga integritas transaksi elektronik dan
memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi
Memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik
tidak terikat pada teknologi tertentu. Asas ini memungkinkan fleksibilitas dan inovasi,
karena para pelaku bisnis dan individu bebas memilih teknologi yang paling sesuai
dengan kebutuhan mereka. Asas ini juga memastikan bahwa hukum tidak menjadi
penghambat inovasi teknologi dan memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan
teknologi di masa depan, serta mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang
sehat dalam industri teknologi.

Dengan pertumbuhan terus-menerus platform VoD di Indonesia sebagai saluran
untuk distribusi dan pemasaran film yang tengah digemari, manajemen dan pembagian
royalti menjadi krusial bagi kelangsungan industri perfilman. Diperlukan regulasi yang
lebih komprehensif dan tegas mengenai mekanisme distribusi royalti dan perlindungan
hak ekonomi di era digital, agar dapat menjamin bahwa pemegang hak cipta mendapatkan
penghargaan yang setimpal atas kontribusi mereka dalam industri kreatif. Indonesia perlu
membuat kerangka hukum yang memuat aturan mengenai:

1. Berapa persen besaran royalti yang harus diberikan bagi pemegang hak cipta dan hak
terkait perfilman agar terciptanya kepastian hukum;

2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pembagian royalti yang adil dan transparan;

3. Pembentukan LMK yang berfokus di bidang perfilman;

4. Bagaimana pembagian royalti pada distribusi dan pemasaran di berbagai media baik
konvensional (televisi dan bioskop) maupun pada platform digital berbasis VoD.

Pembentukan LMK, penerapan regulasi yang jelas, dan sistem pembagian royalti yang
adil menjadi kunci utama untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak
terkait. Dengan demikian, ekosistem distribusi film di era digital dapat berjalan secara
lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, Optimalisasi
pemberian royalti yang ideal untuk diterapkan terhadap distribusi dan pemasaran film
pada platform digital bagi pemegang hak cipta dan hak terkait harus didasarkan pada
prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang hak
cipta dan hak terkait. Dengan transparansi yang ditingkatkan, kesepakatan kontrak yang
jelas, dan adaptabilitas terhadap perubahan pasar, manajemen royalti dapat menjadi
motor penggerak dalam menjaga keberlanjutan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat
dalam ekosistem distribusi dan pemasaran di industri perfilman. Hal ini juga dapat
membawa dampak positif bagi perekonomian dan pemasukan negara. Pengaturan yang
jelas dan transparan untuk pembayaran royalti akan membantu menjaga hak-hak
pemegang hak cipta dan hak terkait dalam industri film, serta memastikan bahwa mereka
menerima kompensasi yang layak atas penggunaan karya mereka. Hal ini tidak hanya
meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam industri kreatif, tetapi juga
mendukung keberlanjutan produksi karya-karya film yang bervariasi dan inovatif di
Indonesia.
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4. Kesimpulan

UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan
hak terkait berupa hak moral dan hak ekonomi, yang tertuang dalam Pasal 5 sd. Pasal 11
UU Hak Cipta. Salah satu bentuk perlindungan atas hak ekonomi adalah dengan pemberian
royalti sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan ciptaan. Hak cipta di industri
perfilman melibatkan berbagai pihak, termasuk pencipta, produser, dan pemegang hak
terkait seperti aktor, musisi, dan lembaga penyiaran. Setiap pihak memiliki hak ekonomi
yang harus dilindungi. Namun, hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum di
Indonesia mengenai regulasi dan sistem pembagian royalti pada industri perfilman,
terutama untuk karya yang didistribusikan melalui platform digital. Optimalisasi royalti
memerlukan regulasi yang lebih jelas dan adil untuk memastikan pembagian royalti
dilakukan secara transparan dan proporsional. Pembentukan Lembaga Manajemen
Kolektif (LMK) yang khusus menangani hak cipta perfilman (termasuk pada platform
digital) dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengelola dan mendistribusikan royalti,
untuk memastikan pembayaran royalti dilakukan secara adil dan transparan. Dengan
adanya pengelolaan yang baik, setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan film, baik
pencipta maupun pemegang hak terkait, dapat menerima kompensasi yang layak sesuai
dengan kontribusi mereka.
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